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ABSTRAK
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana pertimbangan hukum
yuridis Putusan Hakim Nomor
04/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel Terhadap
Penetapan Tersangka Sebagai Objek
Praperadilan dan bagaimana Pandangan
Hukum Positif IndonesiaTerhadap Putusan
Nomor 04 / Pid. Prap / 2015 / PN. Jak. Sel
Mengenai Penetapan TersangkaSebagai Objek
Praperadilan. Dengan menggunakan metode
penelitian yuridis normatif, maka dapat
disimpulkan: 1. Pasal 77 junto 82 ayat(1)junto
95 ayat(1) dan (2) KUHAP serta Pasal 1 angka 10
KUHAP memang tidak disebutkan secara jelas
mengenai penetapan tersangka sebagai objek
Praperadilan akan tetapi penetapan tersangka
merupakan bagian dari proses penyidikan
sebagaimana dalam butir 2 bahwa Praperadilan
adalah wewenang pengadilan negeri untuk
memutuskan sah atau tidaknya penghentian
penyidikan. UU nomor 28 tahun 1999 tentang
penyelenggara yang bersih dan bebas dari KKN
maka Komjen Budi Gunawantidak masuk dalam
kategori tersebut karena pada saat itu masih
menduduki jabatan eselon Il bukan eselon I.
Alasan vyuridis yang paling penting adalah
Dalam UU Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman,
Hakim  dilarang  menolak  suatuperkara
(rechtsweigering) yang diajukankepadanya
untuk diperiksa, diadili, dan diputuskan dengan
dalil tidak ada undang-undang yang mengatur
akan hal tersebut namun wajib menerima
semua perkara yang diajukan kepadanya dan
memeriksanya. 2. Penetapan tersangka,
walaupun merupakan bagian dari tahap
penyidikan, bukan merupakan objek dari
Praperadilan. Hal tersebut didukung secara
tegas dalam Pasal 77 KUHAP sebagai hukum
positif Indonesia. Penetapan tersangka jelas
berbeda dengan proses penangkapan. Pasal 11
Undang-UndangNomor 30 Tahun 2002 Tentang
Komisi Pemberantasan Korupsi, kewenangan
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KPK dalam melakukan penyelidikan,
penyidikan, dan penuntutan tindak pidana
korupsi tidak hanya melibatkan penyelenggara
negara saja, melainkan juga aparat penegak
hukum. Keleluasaan Hakim perdata untuk
melakukan  penemuan hukum dibanding
dengan Hakim pidana merupakan akibat dari
sifat mengatur hukum perdata. Hukum pidana
merupakan hukum publik yang bersifat
memaksa (dwingendrecht) karenamenyangkut
kepentingan umum, sehingga Hakim kurang
diberikan  kebebasan untuk menafsirkan
Undang-Undang.
Kata kunci:

praperadilan.

Penetapan tersangka, objek

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Arti Praperadilan dalam hukum acara pidana

dapat dipahami dari bunyi Pasal 1 butir 10 Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

yang menyatakan bahwa Praperadilan adalah

wewenang pengadilan untuk memeriksa dan
memutus:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan
atau penahanan, atas permintaan tersangka
atau keluarganya atau permintaan yang
berkepentingan demi tegaknya hukum dan
keadilan.

2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan
atau  penghentian  penuntutan  atas
permintaan yang berkepentingan demi
tegaknya hukum dan keadilan dan.

3. Secara limitatif umumnya mengenai
Praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai
Pasal 88 KUHAP. Selain dari pada itu, ada
pasal lain yang masih berhubungan dengan
Praperadilan tetapi diatur dalam pasal
tersendiri yaitu mengenai tuntutan ganti
kerugian dan rehabilitasi sebagaimana di
atur dalam Pasal 95 dan 97 KUHAP.?
Kewenangan secara spesifik Praperadilan

sesuai dengan Pasal 77 sampai Pasal 88 KUHAP

adalah memeriksa sah atau tidaknya upaya
paksa (penangkapan dan penahanan) serta
memeriksa sah atau tidaknya penghentian
penyidikan atau penghentian penuntutan, akan
tetapi dikaitkan Pasal 95 dan 97 KUHAP
kewenangan praperadilan ditambah dengan

3Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Tentang KUHAP
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kewenangan untuk memeriksa dan memutus
ganti kerugian dan rehabitilasi. Ganti kerugian
dalam hal ini bukan hanya semata-mata
mengenai akibat kesalahan upaya paksa,
penyidikan maupun penuntutan, tetapi dapat
juga ganti kerugian akibat adanya pemasukan
rumah, penggeledahan dan penyitaan yang
tidak sah secara hukum sesuai dengan
penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP. Dalam
keputusan Menkeh RI No. M.01.PW.07.03
tahun 1982, Praperadilan disebutkan dapat
pula dilakukan atas tindakan kesalahan
penyitaan yang tidak termasuk alat bukti, atau
seseorang yang dikenankan tindakan lain tanpa
alasan yang berdasarkan undang-undang
karena kekeliruan orang atau hukum vyang
diterapkan.

Hukum itu bukanlah merupakan tujuan,
tetapi sarana atau alat untuk mencapai tujuan
yang sifatnya non-yuridis dan berkembang
karena rangsangan dari luar hukum. Faktor-
faktor di luar hukum itulah yang membuat
hukum itu dinamis.® Perkembangan hukum
Indonesia yang sekarang ini terjadi dan yang
sedang memanas ialah perselisihan antara
POLRI dan KPK, dimana KPK menetapkan
Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus
korupsi sehingga Komjen BG dan kuasanya
memPraperadilankan  KPK  oleh  karena
penetapan status tersangka kepada Komjen BG
yang menurut merekaadalah tidak sah.

KomisiPemberantasan Korupsi (KPK)
menetapkan BG sebagai tersangka dalam kasus
dugaankorupsi berupa penerimaan hadiah
ataujanji selama menjabat sebagai Kepala Biro
Pembinaan Karier (Karobinkar) DeputiSumber
Daya Manusia POLRI periode 2003-2006 dan
jabatan lainnya di Kepolisian. Tentunya akan
menjadi sejarah baru dalam proses penegakan
hukum di negara ini dimana sebuah putusan
yang sangat dinanti para masyarakat di
Indonesia tak terkecuali Presiden Jokowi,
keputusan yang dinanti tersebut terkait dengan
keputusan Praperadilan Komjen Budi Gunawan
terhadap penetapannya sebagai tersangka oleh
KPK dan hasilnya akhirnya Hakim Praperadilan
yang memeriksa perkara Pemohon BG dan
termohon  KPK  mengadili dan telah
memutuskan bahwa penetapan tersangka

*Sudikno  Mertokusumo. Mengenal hukum. Liberty
Yogyakarta. Bandung. 2000. Him 40

Komjen Budi Gunawan yang dilakukan oleh
termohon KPK tidak sah. Putusan Praperadilan
ini tentunya akan memberikan dampak dan
menimbulkan pro kontra bagi yang menolak
keputusan hakim Sarpin dan akan berpendapat
hakim Sarpin telah melakukan pelanggaran
hukum dan menerima suap terkait putusannya.

B. Perumusan Masalah

1. Pertimbangan Hukum Yuridis Putusan
Hakim Nomor
04/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel Terhadap
Penetapan Tersangka Sebagai Objek
Praperadilan?

2. Bagaimana Pandangan Hukum Positif
IndonesiaTerhadap  Putusan Nomor
04/Pid. Prap/2015/PN. Jak.Sel Mengenai
Penetapan TersangkaSebagai Objek
Praperadilan?

C. Metode Penulisan

Ruang lingkup penelitian ini ialah pada
disiplin llmu Hukum, maka penelitian ini
merupakan bagian dari Penelitian Hukum
kepustakaan yakni dengan “cara meneliti bahan
pustaka atau yang dinamakan Penelitian
Hukum Normatif”. Penelitian hukum ada 7 jenis
dari perspektif tujuannya, yakni mencakup
penelitian  inventarisasi  hukum  positif,
penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum
klinis, penelitian hukum vyang mengkaji
sistematika Peraturan Perundang-undangan,
penelitian yang ingin menelaah sinkronisasi
suatu Peraturan Perundang-undangan,
penelitian perbandingan hukum, dan penelitian
sejarah hukum.

PEMBAHASAN
A. Pertimbangan Hukum Putusan Hakim
Nomor 04/Pid. Prap/2015/PN. Jak. Sel
Terhadap Penetapan Tersangka Sebagai
Objek Praperadilan
Pembangunan hukum yang intinya adalah
pembaharuan terhadap ketentuan hukum yang
telah ada yang dianggap usang, dan penciptaan
ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk
memenubhi tuntutan perkembangan
masyarakat.’

5Mulyana W. Kusuma. Perspektif, Teori, Dan
Kebijaksanaan Hukum. CV. Rajawali. Jakarta. 1986. him.
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Aspek yuridis mengenai Praperadilan diatur
dalam KUHAP, Praperadilan diatur dalam pasal
1 angka 10 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana), Praperadilan
adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan
memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Undang-Undang tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan
atau penahanan atas permintaan tersangka
atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa
tersangka;

2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan
atau  penghentian  penuntutan  atas
permintaan demi tegaknya hukum dan
keadilan;

3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi
oleh tersangka atau keluarganya atau pihak
lain atas kuasanya yang perkaranya tidak
diajukan ke pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, banyak pihak
yang berpendapat bahwa hakim Praperadilan
Sarpin harus menolak gugatan kuasa hukum
pemohon Praperadilan BG dengan alasan
penetapan tersangka adalah tidak masuk dalam
ranah Praperadilan adalah pemikiran yang
sempit dan sangat legalistik formalistik.
Ketentuan yuridis dalam Pasal 77 junto 82 ayat
(1)junto 95 ayat (1) dan (2) KUHAP serta Pasal 1
angka 10 KUHAP memang tidak disebutkan
secara jelas mengenai penetapan tersangka
sebagai objek Praperadilan akan tetapi
penetapan tersangka merupakan bagian dari
proses penyidikan sebagaimana dalam butir 2
bahwa  Praperadilan adalah  wewenang
pengadilan negeri untuk memutuskan sah atau
tidaknya penghentian penyidikan, karena
penetapan tersangka ada di dalam tindakan
hukum proses penyidikan, maka hal tersebut
masuk dalam objek gugatan Praperadilan, ini
karena sudah sangat tepat dari aspek hukum
objek sengketa masuk dalam kompetensi
absolut dari pengadilan. Untuk lebih
menyempurnakan hukum perlu mengadakan
Undang-Undang tentang hukum acara pidana
untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan
dalam lingkungan peradilan umum dan
Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta
kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses
pidana, sehingga dengan demikian dasar utama

Lex Crimen Vol. IV/No. 4/Juni/2015

negara hukum dapat ditegakkan.® Berdasarkan
uraian tersebut jelas bahwa negara Indonesia
masihterdapatkekosongan hukum, antara lain
mengenai kepentingan-kepentingan atau hak-
hak dari pada tersangka dalam proses pidana.

Praperadilan penetapan tersangka sebagai
uji coba hukum yang sedang menjadi sorotan
adalah upaya Praperadilan BG yang diwakili
kuasa hukumnya atas penetapan tersangka
oleh KPK. Walaupun diselimuti kontroversi,
namun langkah melakukan gugatan
Praperadilan atas penetapan tersangka ini
patut untuk dicermati mengingat UU No. 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) telah menentukan secara limitatif
tentang obyek gugatan Praperadilan, dan
penetapan tersangka bukanlah bagian dari
obyek gugatan Praperadilan.

Pasal 1 butir 10 KUHAP menyatakan bahwa
Praperadilan adalah wewenang pengadilan
negeri untuk memeriksa dan memutus
menurut cara yang diatur dalam Undang-
Undangini, tentang: (a). sah atau tidaknya suatu
penangkapan dan atau penahanan atas
permintaan tersangka atau keluarganya atau
pihak lain atas kuasa tersangka; (b). sah atau
tidaknya  penghentian  penyidikan  atau
penghentian penuntutan atas permintaan demi
tegaknya hukum dan keadilan; dan (c).
permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi
oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain
atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan
ke pengadilan.’

Ketentuan dan cakupan Praperadilan
tersebut dipertegas dalam ketentuan Pasal 77
jo. 78 ayat (1) KUHAP.Walaupun KUHAP sudah
menentukan penetapan tersangka bukanlah
bagian dari obyek gugatan Praperadilan, namun
pada tanggal 27 November 2012, Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan putusan
No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel yang salah
satu amarnya adalah membatalkan penetapan
Bachtiar Abdul Fatah sebagai tersangka dalam
perkara tindak pidana korupsi bioremediasi PT
Chevron  Pacific Indonesia.Kuasa  hukum
Bachtiar Abdul Fatah saat itu, Maqdir Ismail,

®Martiman Prodjohamidjojo. Komentar Atas KUHAP Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. PT. Pradnya
Paramita. Jakarta. 2002. him.. 2

7Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Tentang KUHAP.
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kini juga menjadi kuasa hukum BG dalam
gugatan Praperadilan atas penetapan tersangka
terhadap BG oleh KPK. Selain perkara di atas,
pada tanggal 29 Agustus 2014 PN Jakarta
Selatan juga pernah mengabulkan gugatan
Praperadilan yang diajukan oleh Toto Chandra.
Dalam putusan ini, status tersangka Toto
Chandra dibatalkan dan memerintahkan
penghentian penyidikan atas perkara a quo.?

Dalam kerangka demikian itu, Praperadilan
yang diajukan atas penetapan tersangka, dapat
dipahami sebagai upaya percobaan atau uji
coba dalam praktek hukum. Tentang hasilnya
apakah akan diterima sebagai kaidah hukum
baru atau tidak, biarlah waktu yang menjawab.
Yang jelas, setiap hal selalu mengandung sisi
positif dan negatif seperti halnya dua sisi mata
uang. Jika nantinya menjadi kaidah hukum
baru, jangan sampai sisi negatifnya menjadi
lebih banyak dan justru mendistorsi fungsi
hukum sebagai salah satu alat manusia untuk
mencapai kesejahteraan umum.

B. Pandangan Hukum Positif Indonesia
Terhadap Putusan Nomor  04/Pid.
Prap/2015/PN.Jak.Sel Mengenai Penetapan
Tersangka Sebagai Objek Praperadilan
Penetapan status seseorang menjadi

tersangka merupakan salah satu bagian

dalamtahap  penyidikan.Tersangka  adalah
seorang yang karena perbuatannya
ataukeadaannya, berdasarkan bukti permulaan
patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.’

Dalam pasal 46 ayat (1) Undang-UndangNomor

30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan

Korupsi menyatakan bahwa: “Dalam hal

seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh

Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak

tanggal penetapan tersebut prosedur khusus

yang berlaku dalam rangka pemeriksaan
tersangka yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan lain, tidak berlaku

berdasarkan Undang-Undangini”.*

®Diakses dari
http://hukum.kompasiana.com/2015/02/12/praperadilan-
penetapan-tersangka-sebuah-uji-coba-hukum-
723017.html. diakses pada 12 maret 2015.

9Penjelasan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana

10Penjelalsan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan pasal tersebut, saat seseorang
telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK,
maka prosedur khusus yang berlaku adalah
prosedur yang terdapat dalam Undang-
UndangNomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi. Pasal ini tidak
menghapuskan segala prosedur yang terdapat
dalam KUHAP, karena berdasarkan Pasal 62
Undang-UndangNomor 30 Tahun 2002 Tentang
Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan
bahwa: Pemeriksaan di sidang Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan
hukum acara pidana yang berlaku dan Undang-
UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
UndangNomor 20 Tahun 2001."

Penetapan tersangka, walaupun merupakan
bagian dari tahap penyidikan, bukan
merupakan objek dari Praperadilan. Hal
tersebut didukung secara tegas dalam Pasal 77
KUHAP sebagai hukum positif Indonesia.
Penetapan tersangka jelas berbeda dengan
proses penangkapan. Sehingga dalam kasus ini,
penetapan tersangka yang terdapat dalam
amar putusan nomor
04/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel bukan merupakan
objek Praperadilan.Konsekuensinya, bahwa
hakim Praperadilan telah memutus melampaui
kewenangannya.

Sebagai suatu negara yang berdasar atas
dasar kodifikasi sebagaimana umumnya
negara-negara kontinental lain, maka dasar
utama bagi hakim di Indonesia dalam
melaksanakan fungsinya sebagai penegak
hukum adalah hukum positif yang tertulis, yaitu
Undang-Undang. Suatu Undang-Undang tidak
mungkin mengatur segala kegiatan kehidupan
manusia secara jelas dan tuntas, ada kalanya
Undang-Undang itu tidak lengkap dan/atau
tidak jelas.™

Hal ini merupakan akibat perkembangan
teknologi yang begitu pesat yang menyebabkan
kepentingan masyarakat juga ikut
berkembang.Akan tetapi, meskipun suatu
peristiwa tidak diatur atau tidak jelas

11Penjelasan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

24, A. K Moch Anwar. Beberapa Ketentuan umum dalam
buku pertama KUHP. Alumni. Bandung. 1986. him. 51.
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peraturannya dalam Undang-Undang, tidak
berarti perbuatan itu dilarang atau dibolehkan.

Dalam situasi ketika suatu Undang-Undang
tidak jelas atau tidak lengkap mengatur suatu
peristiwa konkrit, hakim dituntut untuk selalu
menemukan hukumnya. Dengan kebebasan
atau kekuasaan kehakiman yang merdeka
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 UUD
1945 dan kemudian dijabarkan dalam Pasal 1
UUKK,Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan

negara yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan  Pancasila dan  Undang-

UndangDasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara

Hukum Republik Indonesia”."*

Hakim diberi kewenangan untuk
menerapkan  hukum dengan  melakukan
penemuan hukum (rechtsvinding). Untuk
membicarakan kehadiran hukum sebagai satu
sistem, kita sebaiknya mulai dari pembicaraan
tentang sistem itu sendiri, oleh karena
bagaimanapun hukum sebagai suatu sistem
akan tunduk pada batasan dan ciri-ciri sistem
juga.' Kegiatan penemuan hukum merupakan
rangkaian kegiatan dalam proses peradilan
yang tidak terpisahkan, terjalin utuh, dan
mempunyai hubungan satu sama lain. Menurut
Mertokusumo momentum dimulainya
penemuan hukum adalah setelah peristiwa
konkritnya dibuktikan atau dikonstatasi, karena
pada saat itulah peristiwa konkrit yang
dinyatakan terbukti atau ditetapkan sebagai
peristiwa yang benar-benar terjadi harus
dicarikan atau diketemukan hukumnya.”

Penemuan hukum merupakan proses atau
rangkaian kegiatan yang bersifat kompleks
dalam proses peradilan. Pada mulanya, hakim
perdatalah yang lebih banyak melakukan
kegiatan penemuan hukum dibandingkan
dengan hakim pidana. Sebagai aturan tentang
Praperadilan telah dijelaskan didalam Pasal 1

13Penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Taun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman

14Satjipto rahardjo. IImu Hukum. Liberty. Bandung. 2000.
him.88.

Bsudikno Mertokusumo. Penemuan Hukum Sebuah
Pengantar. Edisi Kelima, Cetakan Kedua,
Liberty,Yogyakarta. 2007. him.78.
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ayat (1), Pasal 77, Pasal 82 dan Pasal 95 KUHAP.
Menggunakan penafsiran grammatical
(letterllijk) Hakim tidak dibenarkan secara rigid
(ketat) melakukan penafsiran sebagaimana
telah diatur didalam KUHAP. Penafsiran
grammatical (letterllijk) Penafsiran secara tata
bahasa. Penafsiran secara tata bahasa, yaitu
suatu cara penafsiran Undang-Undangmenurut
arti perkataan (istilah) yang terdapat dalam
Undang-Undang yang bertitik tolak pada arti
perkataan-perkataan dalam hubungannya satu
sama lain dalam kalimat-kalimat yang di pakai
dalam Undang-Undang.’® Keleluasaan hakim
perdata untuk melakukan penemuan hukum
dibanding dengan hakim pidana merupakan
akibat dari sifat mengatur hukum
perdata.Hukum pidana merupakan hukum
publik yang bersifat memaksa (dwingend recht)
karena menyangkut kepentingan umum,
sehingga hakim kurang diberikan kebebasan
untuk menafsirkan Undang-Undang.
Asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP
yaitu:
“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana,
kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan
perundang-undangan pidana yang telah ada
sebelumnya”."Ketentuan ayat ini memuat
asas yang tercakup dalam rumusan:“Nullum
Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Lege
Punali” yang artinya tiada delik, tiada
hukuman tanpa suatu aturan yang terlebih
dahulu menyebut perbuatan  yang
bersangkutan, sebagai suatu delik dan yang
memuat suatu hukuman vyang dapat
dijatuhkan atas delik itu.'®
Pasal inilah yang membatasi ruang gerak
hakim pidana untuk melakukan penafsiran
terhadap Undang-Undang.Adanya sistem
tertutup mengenai batasan delik dan kaedah
sanksi membuat hakim pidana tidak dapat
menciptakan delik baru maupun sanksi-sanksi
baru di luar delik ataupun sanksi yang sudah
ditentukan dalam KUHP Pidana.

PENUTUP

pj akses dari

http://rezarizkyfarza.blogspot.com/2013/05/penafsiran-
hukum.html. diakss pada tanggal 13 maret 2015
17Penjelasan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
¥R, Abdoel Djamali. Pengantar Hukum Indonesia. PT.
RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2001. him. 163
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A. Kesimpulan

1.

Dalam Pasal 77 junto 82 ayat(1l)junto 95
ayat(1) dan (2) KUHAP serta Pasal 1 angka
10 KUHAP memang tidak disebutkan secara
jelas  mengenai penetapan tersangka
sebagai objek Praperadilan akan tetapi
penetapan tersangka merupakan bagian
dari proses penyidikan sebagaimana dalam
butir 2 bahwa Praperadilan adalah
wewenang pengadilan negeri  untuk
memutuskan sah atau tidaknya
penghentian penyidikan. UU nomor 28
tahun 1999 tentang penyelenggara yang
bersih dan bebas dari KKN makaKomjen
Budi Gunawantidak masuk dalam kategori
tersebut karena pada saat itu masih
menduduki jabatan eselon Il bukan eselon
I. Alasan yuridis yang paling penting adalah

Dalam UU  Pokok-Pokok  Kekuasaan
Kehakiman,Hakim dilarang menolak
suatuperkara(rechtsweigering) yang

diajukankepadanya untuk diperiksa, diadili,
dan diputuskan dengan dalil tidak ada
undang-undang yang mengatur akan hal
tersebut namun wajib menerima semua
perkara yang diajukan kepadanya dan
memeriksanya.

Penetapan tersangka, walaupun
merupakan bagian dari tahap penyidikan,
bukan merupakan objek dari Praperadilan.
Hal tersebut didukung secara tegas dalam
Pasal 77 KUHAP sebagai hukum positif
Indonesia. Penetapan tersangka jelas
berbeda dengan proses penangkapan. Pasal
11 Undang-UndangNomor 30 Tahun 2002
Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi,
kewenangan KPK dalam  melakukan
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
tindak pidana korupsi tidak hanya
melibatkan penyelenggara negara saja,
melainkan juga aparat penegak hukum.
Keleluasaan Hakim perdata untuk
melakukan penemuan hukum dibanding
dengan Hakim pidana merupakan akibat
dari sifat mengatur hukum perdata. Hukum
pidana merupakan hukum publik yang
bersifatmemaksa (dwingendrecht) karena
menyangkut kepentingan umum, sehingga
Hakim kurang diberikan kebebasan untuk
menafsirkan Undang-Undang.

B. Saran
1. Dalam melakukan penemuan hukum Hakim

selain berpedoman pada UU Nomor 48
Tahun 2009 dimana Hakim bebas dan
mandiri, Hakim juga harus lebih memahami
dan mengetahui tentang sifat dari pada
hukum itu sendiri, agar dalam pelaksanaan
putusan tidak keliru dalam penerapan
hukumnya. misalnya hukum  pidana
merupakan hukum publik yang
bersifatmemaksa (dwingendrecht)
karenamenyangkut kepentingan umum,
sehingga Hakim kurang diberikan
kebebasan untuk menafsirkan Undang-
Undang, sedangkan dalam hukum perdata
keleluasaan Hakim perdata untuk
melakukan penemuan hukum dibanding
dengan Hakim pidana merupakan akibat
dari sifat mengatur hukum perdata. Dalam
perkara perdata, Hakim lebih banyak
kemungkinan untuk melakukan
interprestasi. Ini disebabkan karena hukum
perdata umumnya bersifat mengatur.
Dengan interprestasi tersebut maka
peraturan hukum selalu berubah dan selalu
terjadi perkembangan.

2. Dalam proses persidangan Praperadilan

Hakim harus tegas menilai apakah tersangka
atau terdakwa vyang “diduga keras”
melakukan tindak pidana berdasarkan “bukti
yang cukup”, dan benar-benar ada alasan
yang konkrit dan nyata yang menimbulkan
kekhawatiran bahwa yang bersangkutan
“akan melarikan diri, menghilangkan barang
bukti ataupun mengulangi
perbuatannya”.Para hakim pada umumnya
menerima saja bahwa hal adanya
kekhawatiran tersebut semata-mata
merupakan urusan penilaian subjektif dari
pihak penyidik atau penuntut umum, atau
dengan kata lain menyerahkan semata-mata
kepada hak diskresi dari pihak penyidik dan
penuntut umum. Akibatnya sampai saat ini
masih  banyak terjadi penyalahgunaan
kekuasaan dan kesewenang-wenangan
dalam hal penangkapan dan penahanan
terhadap seorang tersangka ataupun
terdakwa oleh pihak penyidik ataupun
penuntut umum, yang tidak dapat diuji
karena tidak ada forum yang berwenang
memeriksanya.
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